
RANCANGAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun

1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5348);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan

Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi

Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan

Publik;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi

Penyelenggaran Negara;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen

Pengamanan Informasi;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi
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Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 163).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah.

5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan

statistik.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada

pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.

7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan,

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

8. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem

elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan,

penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.

9. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak,

dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem,

aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,

perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

10. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan

prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan

SPBE.
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11. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan

digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah

daerah.

12. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan,

digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi

kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.

13. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan

pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Induk SPBE disusun dalam dokumen dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SPBE

BAB III : Arah Kebijakan dan Strategi

BAB IV : Peta Rencana Strategi

BAB V : Penutup

(2) Dokumen Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi

pedoman bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama

5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali paling cepat 2 (dua) tahun sekali.



- 5 -

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi

Sumatera Barat.

(1)

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 11 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 11 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 59


